
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR: 07 / PL.O2-Kpt I 9 | t6 I KPU -Kab / ttl / 2o2o

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

IGBUPATEN BOVEN DIGOEL .I-AHU N 2O2O

DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEI.IYEBARAN COVID-l9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi

teri<ini penyebaran wabah penyakit yang riiai<rbatkan

oleh Corona Virus Disease 2Ol9 (covid- 19) di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan

memperhatikan pernyataan resmi World Health

Organization (WHO) yang menyatakan Covid- 19

sebagai Pandemik global, pernyataan resmi Presiden

Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran

Covici- i9 sebagai Bencana Nasionai iBencana Non-

Alarn) dan Keputusan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. bahwa hasil pertemuan KPU Kabupaten Boven Digoel

dengan Gugus T\rgas Percepatan Penanganan Covid-

19 Kabupaten Boven Digoei memutuskan menuncia

pelaksanaan pelantikan PPS, pembentukan PPDP dan

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

c. bahwa atas perLimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-

langkah ..

KOMISI PEMILIHAT{ UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL



Mengingat 1
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Iangkah pencegahan untuk meminimalisasi

penyebaran Covid- 19, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel

tentang Penundaan Tahapan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2O2O dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

Covid- 19;

Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor I

Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota

menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ols Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Repubiit< incionesia Nomor 5656; sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentalg Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

unciang-unciang [t embaran Negara Repubiik tncionesta

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal

10a dan pasal L22 Undang Undang Nomor 8 Tahun

2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun

2Ol5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2OI4

tentang Pemiilhan Gubernur, Bupati dan wailkota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara xepubiik lnrionesia Nomor b i09;;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

2

a

Jenderal ...



a

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun

20i9 tentang 'lata Ke4a Komisi Pemiiihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2olg tentang Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, uupati clan Wakrt Uupati, clan/ atau wall

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O2O

Tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemiiihan Gubernur cian Wai<ii Gubernur, Bupati cian

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Be1rta Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193);

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 13.A Tahun 2O2O tentang

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat

Bencana wabah Penyai<it ai<rbat Virus Corona dt

Indonesia;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: L7g IPL'O2-Kptl Ol IKPU llll l2O2O

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati' dan/ atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O Dala:rn

U paya Pencegahan Penyebaran Covici- i9;

Memperhatikan:...



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik

Indonesia Nomor 5-0235/ K.BAWASLU/ PM. 00 .OO I 3 / 2O2O

Tanggal 16 Maret 2O2O Hal Antisipasi Dampak virus

Covid-l9 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENUNDAAN

TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KATJU PAI'I1jN IJUVt'N DiUUt'L 'I.AHi.JN 2U2U UALAM

UPAYA PENCEGAHAN PEI{YEBARAN COVID- 1 9.

Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179 /PL.O2-

Kpt/oi/KPU/ilIl2O2O tentang Penundaan Tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O20 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

Covid-19.

Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU terdiri dari :

r. Peiantikan Panitra Pemungutan Suara tanggai 22

Maret 2O2O dan Masa Kerja Panitia Pemungutan

Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020;

2. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih

(PPDP): 26 Maret 2O2O s'd. 15 April 2O2O, dengan

Masa Kerja PPDP: 16 Apil2O2O s.d. 17 Mei 2O2O;

3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang

terdiri <iari:

a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan

penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2O20 s'd

LT Apil2O2O;

b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s'd

17 Mei 2O2O;

KETIGA...



KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

bbgaian Hukum

bela
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah

pada tanggal 23 Maret2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

ttd

HELDA RICHARDA AMBAY


